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Abstract 

 
This research empirically analyzed the relationship between public health spending and Life expectancy at birth. 
The data was collected from 182 districs/cities segregation of the period 1999 to 2008 between 2009 and 2013. 
Life expectancy at birth as indicator of public health degree , were used as dependent variables. To analyze cross-
districs/cities panel data, we used random effect model. The findings showed a positive relationship between 
public health spending and life expectancy at birth. But, the relationship between public health spending and life 
expectancy at birth not statistically significant. 
 
Keywords: Life Expectancy at Birth,  Random Effect Model 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pilihan pergantian rezim dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang dimulai tahun 1999 

menimbulkan berbagai konsekuensi, baik positif maupun negatif. Salah satunya adalah 

maraknya pembentukan daerah baru atau lazim dikenal dengan istilah pemekaran daerah. 

Hingga tahun 2014, ada sebanyak 215 daerah baru yang dibentuk atau dimekarkan. 

Pembentukan paling terbaru adalah pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang dimekarkan 

dari Kabupaten Buton sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.  

Maraknya pemekaran tersebut didorong oleh berbagai motif. Fitrani et.al (2007) dalam 

Buku Pemekaran Daerah dan Kesejahteraan Rakyat (Bappenas, 2009) menyatakan bahwa 

pengelompokan etnis (etnic clustering) telah memicu kecenderungan daerah untuk 

memekarkan diri. Tri Ratnawati dalam Endarto (2014), usaha pemekaran daerah untuk 

kepentingan partai politik merupakan salah satu motif pemekaran. Seldadyo (2009) juga 

                                                 
6 Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy yang telah mereview naskah jurnal ini. 
7 Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat JenderalDPR RI lt.5, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, 
Jakarta 10270, robby.sirait@dpr.go.id 
8 Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan, Gedung Sekretariat JenderalDPR RI lt.5, Jln. Jend Gatot Subroto Senayan, 
Jakarta 10270, ratna.christianingrum@dpr.go.id 
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menyatakan bahwa salah satu motif pemekaran adalah motif politik, yang diindikasikan dari 

ekspresi pembentukan yurisdiksi baru juga mendapatkan respons memadai dari fraksi-fraksi 

politik di dalam parlemen untuk selanjutnya diteruskan ke dalam proses legislasi.  

Selain motif sosial dan politik diatas, motif lainnya adalah motif ekonomi. Bank Dunia 

dalam Endarto (2014) menyatakan bahwa tergiur adanya kemanjaan fiskal yang dijamin 

undang-undang dengan disediakannya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan salah satu motif pemekaran. Hal 

senada juga diutarakan oleh Seldadyo (2009), yang menyatakan bahwa potensi perolehan 

insentif melalui DAU, ekspektasi pembagian hasil ekstraksi sumber daya alam serta kehendak 

mengejar ketertinggalan merupakan motif ekonomi dari pemekaran. 

Dalam rangkaian proses pembentukan daerah baru yang terjadi selama ini, bisa saja hanya 

satu motif yang lebih dominan atau mengemuka dibandingkan yang lain. Bahkan, kombinasi 

motif sosial, politik dan ekonomi juga bisa sekaligus menjadi motif pemekaran (Seldadyo, 

2009). Namun demikian, yang terpenting saat ini adalah pemekaran yang telah terjadi saat ini 

harus mampu mencapai tujuannya atau seminimal-minimalnya berada di jalur yang tepat 

dalam mencapai tujuan, yakni meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Ditinjau dari berbagai produk perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 

pelaksanaan pemekaran9, salah satu tujuan utama pemekaran adalah meningkatkan pelayanan 

publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, definisi pelayanan publik adalah segala 

bentuk kegiatan pelayanan umum dalam bentuk barang dan jasa, baik  dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bentuk kegiatan pelayanan publik tersebut, salah satunya 

dapat diukur atau digambarkan melalui besaran anggaran belanja yang dialokasikan oleh 

pemerintah, dalam penelitian ini pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan kesejahteraan 

masyarakat adalah sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, yakni 

pendidikan, kesehatan, dan pendapatan untuk hidup layak.  Dari penjelasan diatas, dapat 

diartikan bahwa tujuan pemekaran adalah meningkatkan segala kegiatan pemerintah (baik 

                                                 
9 Baik dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 ( sebagai turunan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah),  Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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dalam wujud anggaran maupun kebijakan) dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 

guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.  

Salah satu kebutuhan dasar masyarakat tersebut adalah kesehatan. Oleh karena itu, 

peningkatan kegiatan pelayanan publik (baik anggaran maupun bentuk kebijakan) di bidang 

kesehatan sebagai salah satu tujuan pemekaran harus mampu menciptakan peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat, yang salah satunya dapat diukur dari angka harapan hidup 

(AHH).  Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini mencoba mengidentifikasi apakah 

pelayanan publik bidang kesehatan di kabupaten/kota pemekaran yang diproksi dengan 

belanja kesehatan per kapita memberikan pengaruh terhadap angka harapan hidup. Secara 

khusus, permasalahan penelitian  ini dirumuskan sebagai berikut: ǲBagaimana pengaruh 
belanja kesehatan di kabupaten/kota pemekaran periode 1999 - 2008 terhadap angka harapan hidup?ǳ  

 

C. Tujuan Analisis 

Tujuan utama analisis ini adalah menganalisis pengaruh belanja kesehatan 

kabupaten/kota pemekaran periode 1999 - 2008  terhadap angka harapan hidup. 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Angka Harapan Hidup Sebagai Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat 

Salah satu tujuan pemekaran adalah meningkatkan segala kegiatan pemerintah (baik 

dalam wujud anggaran maupun kegiatan) dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya kesejahteraan tersebut, 

salah satunya dapat diwujudkan melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  

Dalam mengukur perkembangan derajat kesehatan di suatu negara atau wilayah dapat 

digunakan berbagai indikator. Salah satu indikator derajat kesehatan adalah angka harapan 

hidup, selain angka mortalitas (kematian), status gizi,  dan angka morbiditas (tingkat 

kesakitan).  

Angka harapan hidup adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan 

dicapai oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Badan Pusat Statistik 

dalam Statistik Indonesia (2016) mendefinisikan angka harapan hidup saat lahir yaitu jumlah 

tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh bayi yang baru lahir untuk hidup dengan asumsi 
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bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. 

Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk di suatu negara, maka semakin tinggi pula 

derajat kesehatan masyarakatnya (Jaba et.al, 2014). 

 

B. Studi Empiris Tentang Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Angka Harapan 

Hidup. 

Penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, merupakan salah satu tujuan pemekaran 

sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu 

jenis penyediaan pelayanan publik yang dimaksud adalah penyediaan pelayanan publik di 

bidang kesehatan. Penyediaan pelayanan publik bidang kesehatan tersebut, salah satunya 

dapat diukur dari alokasi pengeluaran publik sektor kesehatan atau alokasi anggaran yang 

disiapkan pemerintah untuk bidang kesehatan. 

Alokasi pengeluaran publik sektor kesehatan memiliki satu tujuan yakni untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang salah satunya dapat diukur dengan 

peningkatan angka harapan hidup.  Artinya pengeluaran publik sektor kesehatan atau anggaran 

kesehatan sudah seharusnya berkorelasi pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat.  

Beberapa penelitian dan literatur menunjukkan bahwa pengeluaran publik kesehatan 

memiliki hubungan positif terhadap peningkatan angka harapan hidup. Dengan menggunakan 

tiga indikator status kesehatan yakni angka kematian bayi, angka kematian dibawah 5 tahun, 

dan angka harapan hidup, Mohanoe (2004) menemukan bahwa pengeluaran publik kesehatan 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketiga indikator tersebut di Lesotho. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran publik kesehatan memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap angka harapan hidup. 

 Penelitian Kim and Lane (2013), dengan menggunakan data 17 negara OECD periode 

tahun 1973 – 2000, juga menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara 

pengeluaran publik sektor kesehatan dengan angka harapan hidup. Hubungan yang sama juga 

diperoleh dari penelitian Jaba et. Al (2014). Dengan menggunakan data dari 175 negara periode 

tahun 1995-2010, diungkapkan bahwa pengeluaran kesehatan per kapita di negara-negara 

yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan letak geografis dan tingkat pembangunannya, 

memiliki hubungan positif signifikan terhadap angka harapan hidup.   
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C. Studi Empiris Tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat, Tingkat 

Pendapatan Masyarakat dan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Terhadap Angka 

Harapan Hidup 

Tingkat angka harapan hidup suatu masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

faktor sosial maupun ekonomi. Tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat memiliki 

pengaruh terhadap angka harapan hidup suatu negara atau wilayah. UNDP (2010) dalam 

Human Development Report 2010 menyatakan bahwa orang yang berpendidikan akan lebih 

mengetahui atau menyadari bagaimana untuk menghindari resiko kesehatan (kesakitan) dan 

bagaimana agar hidupnya lebih lama. Artinya, tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat 

mempengaruhi angka harapan hidupnya. Novak et.al (2014), dengan menggunakan data 187 

negara dari human development report menemukan bahwa angka harapan lama sekolah 

(expected years of schooling) berpengaruh positif dan singnifikan terhadap angka harapan 

hidup. Pengaruh yang sama juga menjadi temuan penelitian Hassan et.al (2016).  Dengan 

menggunakan data panel dari 108 negara berkembang kurun waktu 2006-2010, penelitian 

Hassan et.al menemukan bahwa pendidikan (diproksi dengan indeks lama sekolah) memiliki 

pengaruh positif dan siginifikan terhadap angka harapan hidup. 

Selain tingkat pendidikan, faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup adalah tingkat 

pendapatan atau kondisi ekonomi masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin 

tinggi akan mendorong kemampuan masyakarakat untuk memiliki kualitas hidup yang lebih 

baik. Hassan et.al (2016) dan Novak et.al (2014) juga menyatakan hal yang senada bahwa 

penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. 

Kaulitas hidup yang lebih baik tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi angka harapan 

hidup masyarakat. Penelitian Hassan et.al (2016) menemukan bahwa produk domestik bruto 

per kapita sebagai proksi pendapatan masyarakat di 108 negara berkembang, memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap angka harapan hidup. Pengaruh tingkat pendapatan 

yang signifikan terhadap angka harapan hidup juga merupakan temuan penelitian Kim dan Lane ȋʹͲͳ͵Ȍ, Makuta dan Oǯ(are ȋʹͲͳʹȌ, dan Novignon et.al ȋʹͲͳʹȌ.  
Ketersedian tenaga medis atau tenaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi angka harapan hidup suatu negara atau wilayah. Bappenas (2014) 

menyatakan bahwa selain faktor sisi permintaan, kelangsungan hidup anak dipengaruhi oleh 

faktor sisi penawaran, yaitu jumlah dokter umum, jumlah persalinan yang dibantu oleh tenaga 
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kesehatan, jumlah posyandu, budaya, landlock dan political fractionalization. Penelitian 

Soemantri dan Afifiah (2007) menemukan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan dokter dan 

bidan di Nanggroe Aceh Darussalam mempengaruhi kelangsungan hidup anak yang dilihat dari 

siginifikannya pengaruh ketersediaan dokter dan bidan terhadap penuruan angka kematian 

anak. Penelitian Rubio (2010) juga menemukan hal yang sama, yakni jumlah dokter per 1.000 

penduduk memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap penurunan angka kematian bayi. 

 

 

III. METODOLOGI ANALISIS 

A. Spesifikasi Model 

Dalam menganalisis pengaruh pengaruh belanja kesehatan di  kabupaten/kota pemekaran 

periode 1999 - 2008 terhadap angka harapan hidup, penelitian ini menggunakan referensi 

penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Lane (2013). Penelitan tersebut, meneliti hubungan 

antara belanja publik sektor kesehatan dengan angka kematian bayi dan angka harapan hidup 

di 17 negara OECD dengan periode data tahun 1973-2000.  

Perbedaan utama dalam penelitian  ini dengan model penelitian Kim dan Lane adalah alat 

ukur yang digunakan dalam mengukur pengeluaran publik sektor kesehatan atau belanja 

kesehatan. Ukuran belanja kesehatan dalam penelitian Kim dan Lane adalah persentase belanja 

kesehatan terhadap total belanja. Sedangkan dalam penelitian ini, belanja kesehatan diukur 

dengan belanja kesehatan per kapita. 

Perbedaan lain adalah perbedaan variabel kontrol lainnya yang mempengaruhi angka 

harapan hidup. Variabel kontrol lainnya dalam penelitian Kim dan Lane adalah PDB riil per 

kapita, koefisien gini, angka pengangguran, dan persentase jumlah penduduk diatas 65 tahun. 

Sedangkan dalam penelitian ini, variabel kontrol lainnya adalah rata-rata lama sekolah sebagai 

proksi tingkat pendidikan masyarakat, pengeluaran per kapita sebagai proksi tingkat 

pendapatan atau kondisi ekonomi masyarakat dan rasio jumlah penduduk terhadap jumlah 

tenaga kesehatan sebagai proksi ketersediaan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, spesifikasi 

model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: A((it = Ƚ + ȾͳBELKESit + ȾʹRRLSit + Ⱦ͵YKAPit - Ⱦ͵TENAKESit + ε   …… ȋͳȌ 

Berdasarkan persamaan (1), Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh belanja kesehatan per 

kapita (BELKES), tingkat pendidikan masyarakat (RRLS), tingkat pendapatan atau kondisi 

ekonomi masyarakat (YKAP) dan ketersediaan tenaga kesehatan (TENAKES). 
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B. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.  Sedangkan sumber data penelitian ini yakni 

data  sekunder berupa data panel dari 182 Kabupaten/Kota Pemekaran Periode Tahun 1999-

2008 di Indonesia dan kurun waktu data dari tahun 2009 sampai 2013. Pemilihan jumlah 

Kabupaten/Kota hanya sebanyak 182 dari 215 Total keseluruhan Kabupaten/Kota pemekaran 

di Indonesia, dilatarbelakangi oleh 33 Kabupaten/Kota yang tidak dimasukkan merupakan 

pemekaran diatas tahun 2009.  

Data-data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan RI, 

Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kementerian Keuangan RI. Setelah melakukan 

pengumpulan data, kemudian  dilanjutkan dengan  analisis data menggunakan metode analisis 

statistik inferensial dengan metode estimasi  Random Effect Model.  

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Estimasi 

1. Uji Likelihood Ratio Test dan Haussman Test 

Sebelum melakukan pengujian empiris pengaruh belanja kesehatan di  Kabupaten/Kota 

Pemekaran periode tahun 1999 - 2008 terhadap angka harapan hidup, model pengujian 

terlebih dahulu diuji melalui Likelihood Ratio Test dan Hausman Test untuk mengetahui 

pendekatan apa yang akan digunakan.  Hasil test menunjukkan bahwa pendekatan model yang 

tepat adalah Random Effect Model. 

2. Pembahasan 

Hasil uji empiris dengan menggunakan Random Effect Model dan perangkat lunak Eviews 

8.0 disajikan dalam tabel 1.  
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Tabel 1. Hasil Estimasi  

AHH = 38.572 + 0.009*LOG(BELKES) + 0.257*RRLS + 0.044*YKAP - 

0.004*TENAKES 

               (0,00)                   (0,56)                             (0,00)*                 (0,00)*                    

(0,01)** 

                 N = 910   R2 = 0,4495 F-Stat = 184.75 F-Prob = 0.00 

Keterangan:  * dan ** masing-masing signifikan pada level Ƚ = ͳ% dan Ƚ = ͷ% 

 

 Pada tabel 1 dapat diperhatikan  nilai F-Statistic (probabilita model 0,00) menunjukkan 

nilai yang signifikan pada tingkat kepercayaan 99 persen. Ini berarti  bahwa keempat variabel 

independen  dalam penelitian ini  secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  

angka harapan hidup.  

Secara parsial,  hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja kesehatan per kapita 

berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup. Akan tetapi, pengaruh belanja kesehatan 

per kapita tersebut tidak signifikan. Hasil studi ini berbeda dengan hasil penelitian Mohanoe 

(2004), Kim and Lane (2013), dan Jaba et. Al (2014) yang menyatakan belanja publik di bidang 

kesehatan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap angka harapan hidup. 

Salah satu dugaan yang dapat menjelaskan tidak signifikannya pengaruh belanja 

kesehatan, antara lain adalah kurangnya efektifitas belanja kesehatan di 182 kabupaten/kota 

yang diuji. Kurang efektifnya belanja kesehatan tersebut dapat terlihat dari beberapa indikator, 

antara lain: 

1. Masih besarnya komposisi belanja pegawai dalam belanja kesehatan. Dengan menggunakan 

data realisasi belanja fungsi kesehatan tahun 200910, ditemukan data yang menunjukkan 

bahwa rata-rata 44 persen belanja fungsi kesehatan secara nasional11 digunakan untuk 

belanja pegawai. Sedangkan dengan menggunakan random sampling sebanyak 66 

Kabupaten/Kota dari 182 Kabupaten/Kota yang diuji, ditemukan data bahwa rata-rata 42 

persen belanja kesehatan digunakan untuk belanja pegawai (Grafik 1).  

 

                                                 
10 Penggunaan data tahun 2009 dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki oleh penulis. Data rincian belanja fungsi 
kesehatan menurut Provonsi/Kabupaten/Kota yang tersedia di direktorat perimbangan keuangan Kementerian Keuangan 
hanya tahun 2008 dan tahun 2009. Penggunaan data tahun 2009 tersebut masih dirasa relevan oleh penulis, mengingat 
permasalahan besarnya komposisi belanja pegawai dalam APBD hingga saat ini masih menjadi permasalahan klasik dalam 
perencanaan dan pengganggaran keuangan daerah. 
 
Dengan menggunakan data anggaran tahun 2010 s/d 2015, rata-rata proporsi alokasi belanja pegawai (Provinsi, Kabupaten 
dan Kota) terhadap total APBD mengalami tren penurunan. Akan tetapi, penurunan tersebut belum begitu signifikan. Pada 
tahun 2010 sebesar 44,72 persen dan tahun 2015 sebesar 39,29 persen. 
 
11 Agregasi belanja kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. 
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Gambar 1. Komposisi Belanja Pegawai Dalam Belanja Kesehatan(%), Tahun 2009 

 

  

Sumber, DJKP Kemenkeu, diolah 

 

2. Masih besarnya realisasi belanja tidak langsung dalam belanja kesehatan. Dengan 

menggunakan data yang sama12, ditemukan data yang menunjukkan bahwa rata-rata 45 

persen13 belanja fungsi kesehatan secara nasional digunakan untuk belanja tidak 

langsung. Sedangkan untuk 66 Kabupaten/Kota dari 182 Kabupaten/Kota yang diuji, 

ditemukan data bahwa rata-rata 34 persen belanja kesehatan digunakan untuk belanja 

tidak langsung (Grafik 2)  Sebaran data ini sejalan dengan temuan DJPK Kementerian 

Keuangan RI dalam Laporan Pelaksanaan Spending Performance Dalam Mendanai 

Pelayanan Publik (2014). Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kualitas belanja 

daerah dan APBD selama ini dianggap masih lemah yang ditandai dengan adanya alokasi 

belanja tidak langsung yang selalu lebih besar dari belanja langsung, serta penyerapan 

belanja daerah yang relatif rendah.  

 

Gambar 2. Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung  Dalam Belanja Kesehatan 

(%), Tahun 2009 

 

                                                 
12 Data realisasi belanja fungsi kesehatan tahun 2009. 
13 Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, rata-rata proporsi alokasi belanja tidak langsung (agregasi provinsi, kabupaten dan 
kota) terhadap total APBD sebesar 52,14 persen setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tersebut tidak terlihat perubahan yang 
sangat siginifkan dimana perubahannya hanya dari 54,33 persen di tahun 2010, menjadi 52,43 persen di tahun 2015. 
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Sumber, DJKP Kemenkeu, diolah 

3. Belanja pegawai dalam belanja langsung bidang kesehatan masih relatif besar yakni 17 

persen14. Dari total realisasi belanja bidang kesehatan di 66 Kabupaten/Kota 

pemekaran, rata-rata hanya 66 persen dialokasikan untuk belanja langsung dan dari 

belanja langsung tersebut, 17 persen dialokasikan untuk belanja pegawai (Grafik 3).  

 

Gambar 3. Komposisi Belanja Pegawai Dalam Belanja Langsung Bidang Kesehatan di 66 

Kabupaten/Kota Pemekaran, Tahun 2009 

  

Sumber, DJKP Kemenkeu, diolah 

 

4. Hampir seluruh belanja tidak langsung bidang kesehatan dialokasikan untuk belanja 

pegawai. Dengan menggunakan data yang sama, ditemukan data bahwa rata-rata 91 

persen belanja tidak langsung bidang kesehatan di 66 Kabupaten/Kota pemekaran 

digunakan untuk belanja pegawai (grafik 4). 

 

Gambar 4. Komposisi Belanja Pegawai Dalam Belanja Tidak Langsung Bidang Kesehatan di 66 

Kabupaten/Kota Pemekaran, Tahun 2009 

  

Sumber, DJKP Kemenkeu, diolah 

                                                 
14 Dalam kurun waktu tahun 2010-2015, rata-rata proprosi alokasi belanja pegawai (agrergasi provinsi, kabupaten dan kota) 
terhadap total belanja langsung APBD sebesar 9,9 persen setiap tahunnya. 
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Selain kurang efektifnya penggunaan belanja kesehatan, jumlah anggaran kesehatan per 

jumlah penduduk yang masih relatif sangat kecil di 182 Kabupaten/Kota yang diuji juga 

merupakan indikator yang dapat mengindikasikan tidak signifikannya pengaruh belanja 

kesehatan terhadap derajat kesehatan masyarakat yang diproksi dengan angka harapan hidup. 

Dalam kurun waktu tahun 2009-2013 rata-rata belanja kesehatan per kapita per bulan hanya 

sebesar Rp37.303. 

Temuan lain dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat pendidikan masyarakat, tingkat 

pendapatan masyarakat, dan ketersedian tenaga kesehatan terhadap angka harapan hidup. 

Secara parsial  hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel RRLS berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel AHH. Artinya, semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat 

akan berdampak pada peningkatan angka harapan hidupnya. Temuan penelitian ini sejalan 

dengan temuan penelitian Novak et.al (2014) dan Hassan et.al (2016). 

Secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel YKAP berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel AHH. Artinya, bertambahnya pendapatan masyarakat akan 

berdampak pada semakin membaiknya angka harapan hidupnya. Temuan ini sejalan dengan 

temuan penelitian Novak et.al (2014), Hassan et.al (2016), Kim dan Lane (2013), Makuta dan Oǯ(are ȋʹͲͳʹȌ, dan Novignon et.al ȋʹͲͳʹȌ. 
Untuk variabel TENAKES, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel 

TENAKES berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel AHH. Artinya, semakin besar 

rasio jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan akan berdampak pada penurunan angka 

harapan hidup, begitu sebaliknya.  

Dalam konteks menunjang akselerasi pembangunan dan capain pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah (khususnya 

pemerintah daerah). Salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas seseorang adalah 

terletak pada kondisi atau derajat kesehatannya, yang salah satunya dapat dilihat atau diukur 

dari capaian angka harapan hidup.  

Derajat kesehatan yang semakin baik akan mendorong peningkatan produktifitas dan 

peningkatan secara makro. Peningkatan produktifitas tersebut pada akhirnya akan berdampak 

pada pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi. Penelitian Mushkin (1962), Tompa 

(2002), dan Liu et al (2003) mengkonfirmasi pengaruh  tersebut.  

Oleh karena itu, upaya meningkatkan derajat kesehatan (angka harapan hidup) 

masyarakat perlu terus diupayakan oleh pemerintah (khususnya pemerintah daerah), baik 
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melalui kebijakan belanja kesehatan yang efektif maupun melalui kebijakan-kebijakan yang 

mampu mendorong peningkatan tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat serta 

peningkatan ketersedian tenaga kesehatan. 

 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Penelitian  ini memperoleh beberapa temuan. Pertama, hasil estimasi menunjukkan bahwa 

belanja kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap angka 

harapan hidup. 

Kedua, masih besarnya komposisi belanja pegawai dalam belanja bidang kesehatan,  

komposisi belanja tidak langsung dalam belanja bidang kesehatan, dan komposisi belanja 

pegawai dalam belanja langsung bidang kesehatan serta hampir seluruh belanja tidak langsung 

bidang kesehatan dialokasikan untuk belanja pegawai, baik secara nasional maupun di 66 

Kabupten/Kota pemekaran, merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kurang 

efektifnya dan rendahnya kualitas anggaran belanja kesehatan. Kurang efektifnya dan 

rendahnya kualitas anggaran belanja kesehatan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk 

merasionalisasi pengaruh belanja kesehatan yang tidak signifikan secara statistik terhadap 

angka harapan hidup. 

Ketiga, masih rendahnya belanja kesehatan per kapita per bulan juga dapat dijadikan dasar 

untuk merasionalisasi pengaruh belanja kesehatan yang tidak signifikan secara statistik 

terhadap angka harapan hidup. Dalam kurun waktu tahun 2009-2013, rata-rata belanja 

kesehatan per kapita per bulan hanya sebesar Rp37.303. 

Keempat, variabel tingkat pendidikan masyarakat (RRLS) dan tingkat pendapatan atau 

kondisi ekonomi masyarakat (YKAP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap angka 

harapan hidup. Artinya, meningkatnya tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan masyarakat 

akan berdampak pada peningkatan angka harapan hidup masyarakat. 

Kelima, variabel ketersedian tenaga kesehatan yang diproksi dengan rasio jumlah 

penduduk terhadap jumlah tenaga kesehatan (TENAKES), memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap angka harapan hidup. Artinya, apabila rasio jumlah tenaga kesehatan 

semakin besar, maka akan berdampak pada penurunan angka harapan hidup.  
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B. Rekomendasi 

Penelitian menemukan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap 

peningkatan angka harapan hidup, meskipun tidak  secara statistik signifikan.  Meskipun 

demikian, pengaruh yang positif tersebut sudah dapat dijadikan dasar yang kuat bagi 

pemerintah daerah, khususnya di 182 Kabupaten/Kota Pemekaran periode 1999-2008, untuk 

menjadikan kebijakan alokasi belanja kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam 

mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan pemekaran 

daerah.   

Agar alokasi belanja bidang kesehatan mampu memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap angka harapan hidup, pemerintah daerah perlu memperhatikan efektifitas, kualitas, 

dan besaran belanja kesehatan di masa yang akan datang. Pandangan ini didasarkan pada 

kurang efektifnya belanja kesehatan yang terjadi saat ini dan masih rendahnya belanja 

kesehatan per kapita per bulan di 182 Kabupaten/Kota pemekaran yang diuji dalam penelitian 

ini. 

Selain menjadikan kebijakan alokasi belanja kesehatan sebagai salah satu prioritas utama, 

kebijakan yang mendorong peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan, 

dan ketersediaan tenaga kesehatan juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini 

penting agar kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat dapat terwujud. 
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